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I(EPUTUSAIT MEITTEIII AGAMA. RIPUBLII( INDOITTSIA
ITOMOR L725 TAIIUN 2OL6

TTISjrAilG
EEffiBTRIAil IZtr PEISDIRIArg / OPERASIOTSL

MADRASAII IBTIDATTAH MT'I{.*IHNfiADTYAH 10 KABUPATEN JOMBAIIG
PROPIIITSI JASA TIMUR

DEilGAN RAH1BT TT'IIAIT YAITG MAIIA ESA

MIITTTRI AGAHA RTPIIELIN I!TDOtrESI*,,

: a. bahwa da-laru rangka meningkatkaa akses pendidikan
madrasah yang krmutu, perlu memberikan kesempatan
masyarakat aelalui organisasi berbadan hukum urrtuk
merryelenggarakan madrasah sesuai dengan standar aasional
pendidikan;

b" bahwa ulasa berlaku izin operasiena'l/pr6ndirian Badrasah
sebagaimana tercantum dnJem Lampiran Keputusan ini telah
habis;

c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum. dalam Lampiran
Keputusan ini telah meraenuhi persyaratan perpanjangeq izin
pendirian/ operasional madrasah;

d. bahwa berdasarka.a pertiabangan sebagaimana dimaksud
dalan htruf a huruf b dan huruf c, perlu meaetapkan
Kepuflrsan Menteri Agama Republik Indonesia tentang
Perpanjangan tzirr Pendirian/Operasional MADRASAH
IBTIDAIYAH MUHAMMADIYAH 10 KABUPATEN
JQMBANG Proviasi Jawa Timur.

: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional {Lembaran Negara Republik Indonesia
Ta!.un 2003 Nomor 78, Tambahan kmbara:e Negara Republik
Indonesia Nomor a3O1);

2. kraturaa Pemerintah Nomor 19 ?ahua 2OO5 tentar.g Standar
Nasional PendicUkan fi*mbaran Negara Republik Indonesia
?ah.u:e 2005 Nomor 41, Ta.abahan Iembaran Negara Republik
Iadonesia Ncmor 44961. Sebagaimana telah diubah dengan
Perat*ran Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor Lg
Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan
Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

3. Peratur':aa Pemerintah Nomor 48 Tahu1r 2OO8 teratang
Pendanaan Pendidikan f-embaran Negara Republik Iadonesia
Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan L,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor a86al



尋

Memperhatikan

Menetapkan

4. Peraturan Pemerintah Nomor L7 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tah:un 2OO7
tentang Stand.ar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah
Dasar/Madrasah lbtidaiyah, Sekolah Menengah
Pertama/Mad,rasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah
Atas/Madrasah Aliyah;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010
tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2A13
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Penclidikan
Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan
Minimal Pendidikan di Kabupaten/ Kota;

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2OL3 tentang
Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol3 Nomor 1382);

8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385
Tahun 2AI4 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah
Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;

9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885
Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan lzrrr.
Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti
Izin Pendirian Madrasah Karena Fiilang, dan Penerbitan Surat
Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

: Rekomendasi dari Kepala l(antor Kementerian Agama KABUPATEN
JOMBANG Nomor : Kd.15.L2/2/PP.AOl79A/2A76 Tanggal L4
Februari 2016;

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN
PENDIRiAN / OPERASIONAL MADRASAH IBTIDATYAH
MUI{AMMADTYAH 10 KABUPATEN JOMBANG PROVINSI JAWA
TIMUR.

: Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah
kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KESATU
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徴

KEDUA

KETIGA

: Pemberian tzin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan
melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di sidOar」 o
pada tangga1 25 Apri1 2016
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1726 TAHUN 2016
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G
PEM魏 理想 IZIN PENDIRIAN/OPERAS10NAL
MADRASAH IBTIDAFAH MUHAMMADIYAH 10
1CABUPATEN JOMBttG PROⅥ NSI JAWA
TIMUR

DENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPAN」 ANGAN IZIN PENDIRIAN

AGAMA REPUBHK INDONESIA
Ⅳ朋

TIMUR,

SHODARあ

■
■ Nama Madrasah MUHAMMADIYAI‐110

2 Nollnor Statistilc Madrasal■ 111235170252

3 嶽 ann,t Madrasah 」L DIPONE00RO NO.l RRIOSOPINGGIR

KECAMATAN TEMBELANG

印 UPATEN」OMBANG
PROVINSIJAWA TIMUR

4 Nama Organisasi Penyelenggara PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAI‐ I

5 Akte Notaris Organisasi

Penyelenggara

NO.3,NUKMAN MUHAMMAD,SH,MM

6 Pengesaharr. Akte Notaris

Organisasi Penyelenggara

AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010/

23」UN1 2010
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